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ABSTRAK 

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DI KABUPATEN SIAK 

Oleh : Riswadi Ikhsan 

 

 Penulisan tugas akhir ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura 

Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak. Pengamatan di instansi ini berlangsung sejak bulan 

Februari sampai dengan Mei 2020. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui perkembangan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD di 

Kabupaten Siak. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

penulis lakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa 

perkembangan pajak reklame di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir. Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Siak 

tergolong kecil namun tidak mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Hal 

tersebut dibuktikan dengan Tahun 2017 kontribusi yang diberikan sebesar 0,25% dengan 

penerimaan pajak reklame sebesar Rp684.561.200, kontribusi yang diberikan pada 2017 

masuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 

Rp1.158.805.862. Kontribusi yang diberikan pada tahun 2018 terhadap PAD sebesar 0,49%. 

Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 1.105.738.625. Jumlah kontribusi yang diberikan 

pada tahun ini hanya mencapai 0,43%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata jumlah kontribusi yang diberikan selama tiga tahun terakhir sebesar 0,39%   
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KATA PENGANTAR 
 

  

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik 

bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi 

selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar 

Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia 

tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermanfaat. 

 Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan judul : “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di 

Kabupaten Siak”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md)  pada prodi D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak 

kendala, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai 

pihak serta atas Ridho Allah SWT dan yang teristimewanya ucapan terimakasih 

kepada kedua Orang Tua Ayahanda Ali Azwar dan Ibunda Yusmidar, segala macam 

kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda Ali Azwar dan Ibunda Yusmidar tercinta yang selalu memberikan 

nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang dan selalu 
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mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar 

untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. Drs. H. Suryan 

A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Rektor 

III Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah memberikan waktu dan 

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan 

Tinggi ini.  

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, 

M.Ag, MM beserta Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, 

M.Si, Ak. CA Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj.  Julina, SE, M. Si serta Wakil 

Dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, MA, dan Staff  Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi Rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

4. Ketua Prodi  D3 Administrasi Perpajakan Ibu Sahwitri Triandini, SE. M.Si 

beserta Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan  Ibu Irien Violinda, SE. 

M.Si yang telah memberikan Acc untuk Judul penelitian penulis. 

5. Pembimbing Tugas Akhir Penulis Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si. yang telah 

banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang 

bermanfaat kepada penulis dari awal mengerjakan hingga 

terselesaikannya Tugas Akhir ini.  
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6. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa 

dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada 

Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Fitra Jaya Purnama. ST, MT selaku Kepala Bidang PAD dan Dana 

Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, yang sudah banyak 

memberikan informasi kepada penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir 

ini. 

8. Sahabat seperjuangan ADP B 17 yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT 

membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan 

menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT 

berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang membutuhkan.  

         Pekanbaru, 23 Juli 2020 

                      Penulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah adalah 

pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan 

pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah harus dikelola secara professional dan 

transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, misalnya dari sektor pajak 

reklame. 

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Pajak Provinsi 

meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak 

Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 
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Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak Daerah di Kabupaten Siak memiliki potensi yang cukup besar 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah Kabupaten 

Siak yang tidak memiliki Peraturan Daerah hanya Pajak Parkir, sedangkan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang potensi pajaknya tidak dapat dipungut 

karena tidak memiliki izin atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan secara ilegal. 

Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Siak diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Peraturan 

ini menjelaskan bahwa semakin berkembangnya perekonomian Kabupaten Siak, 

menyebabkan banyaknya penawaran barang dan jasa kebutuhan masyarakat 

melalui reklame. 

Pajak reklame pada Kabupaten Siak memiliki potensi yang cukup besar 

karena pada saat ini reklame sebagai media promosi periklanan terhadap produk 

dan jasa, serta perusahaan agar dapat dikenal lebih luas dan mencetak penjualan 

yang diinginkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan pajak reklame 

yang dapat dilihat pada table dibawah. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Wajib Pajak Reklame yang Terdaftar pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak Tahun 2017-2019 

 

No 

Tahun 

Pajak 

Jumlah WP 

Reklame 

1 2017 369 

2 2018 588 

3 2019 529 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (2019) 

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak reklame 

yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dari tahun 2017-2019 

mengalami fluktuasi. Dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu 

tahun 2017 sebanyak 369 WP, tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 588 WP 

dan untuk tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar menurun menjadi 529 WP.  

Jumlah wajib pajak reklame mengalami perubahan setiap tahun, ini 

dikarenakan tidak semua masyarakat yang menyelenggarakan reklame membayar 

pajak reklame. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

perpajakan yang harus ditunjang dengan penciptaan iklim perpajakan yang baik. 

Salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi iklim perpajakan yang baik adalah 

kepercayaan yang penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, 

pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat dan wajib pajak memperoleh 
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manfaat atau keuntungan dari pembayaran pajak sehingga mendukung 

peningkatan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya. 

Satu hal yang perlu diketahui bahwa, kesadaran dan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada teknik pemeriksaan, tindak 

lanjut penyidikan ataupun pemberian denda yang pertama terletak pada hal 

pemungutannya sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan perpajakan. Prosedur 

pemungutan pajak reklame memegang peranan penting dalam membantu 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 

Untuk itu diperlukan peran fiskus dalam melakukan pembinaan terhadap tata 

cara pemungutan yang baik.  

Dengan demikan, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan 

potensinya untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan 

daerah yang mampu mendorong pembangunan ekonomi dan mensukseskan 

kemajuan daerah serta mengkokohkan pondasi pembangunan daerah. 

Penyelenggaraan pajak reklame tersebut tentunya meliputi antara lain: pemberian 

izin reklame, perhitungan besarnya pajak dan pemungutan terhadap pajak 

reklame.   

Melalui tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara yang 

dilakukan dalam pemungutan atas pajak reklame tersebut dan untuk mengenal 

lebih luas tentang objek masalah yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi 

juga mengacu pada praktik kerja lapangan dan mengangkat menjadi sebuah 
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karya ilmiah yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siak”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan 

pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten Siak selama periode 

tahun 2017-2019? 

2. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Siak selama periode tahun 2017-2019? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1. Tujuan Peneltian 

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka 

penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten Siak periode 

tahun 2017-2019. 

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Siak selama periode 2017-2019. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi D3 

Administrasi Perpajakan dalam memahami peran Badan Keuangan Daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
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b. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis mengaplikasikan ilmu 

yang telah dipelajari di perkuliahan khususnya pajak reklame. 

c. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

bagaimana peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam 

meningkatkan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang beralamat di Komplek Perkantoran 

Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, 

Kabupaten Siak. 

1.4.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2020 sampai dengan Mei 

2020. 

1.4.3. Jenis Data 

1.4.3.1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang dipperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara melakukan wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan 

mewawancarai langsung Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 
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1.4.3.2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

seperti dokumen, buku buku referensi yang berhubungan dengan penulisan 

serta sumber-sumber lainnya. 

1.4.4. Metode Pengumpulan Data 

1.4.4.1. Interview 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview yaitu 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak khususnya Kepala Bidang PAD dan Dana 

Perimbangan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi 

yang diberikan bagi penyusun penelitian. 

1.4.4.2. Observasi  

Observasi secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna 

mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan 

serta gagasan. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan meninjau langsung di lokasi penelitian guna membuktikan kebenaran 

dari sebuah desain penelitian. Penulis secara langsung mengamati dengan 

melihat secara dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek 

penelitian penulis.  
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1.4.4.3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas 

kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru 

yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku 

yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-

sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan. 

1.4.4. Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di 

dapat dan membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang  

menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini 

terdapat beberapa bab dengan uraian sebagao berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan 

penulisan laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak 

secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara 

perizinan pajak reklame, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis-

jenis pajak, pengertian pajak reklame, subjek dan wajib pajak reklame, 

objek pajak reklame, dasar pengenaan pajak reklame, tariff pajak 

reklame, perhitungan pajak reklame, tinjauan praktek tata cara 

pemungutan pajak reklame. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Adapun Perusahaan/Instansi tempat penulis melaksanakan penelitian  

adalah di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek 

Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, 

Kabupaten Siak. Penulis ditempatkan di bagian Sub Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan. 

2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten   Siak  dibentuk   berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut 

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang Keuangan.Badan Keuangan Daerah dipimpin 

oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Bupati melalui Sekretaris Daerah.Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:  

a. Kepala Badan 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Perencanaan. 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pembiayaan, membawahi : 

1. Sub Bidang Anggaran. 

2. Sub Bidang Belanja Pegawai. 

3. Sub Bidang Perbendaharaan. 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan. 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan. 

2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan. 
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3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan. 

f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi : 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB. 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB. 

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 

g. Bidang Aset, membawahi : 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi. 

2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi. 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten 

dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. 

Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak 2016-2021 ditetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Siak yang 

Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan 

Berbudaya Melayu serta Menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan Utama 

Pariwisata di Sumatera”. 
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2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna 

mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan 

tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang 

prima”, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Berjalannya sistsem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi 

desentralisasi politik, keuangan dan administrasi. 

2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan 

akuntabel. 

3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah. 

2.5. Tujuan 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, 

sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara 

berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli 

daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya 

adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan. 
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3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya 

pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas. 

2.6. Tugas 

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas 

pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang 

pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bngunan, dan pajak 

daerah lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.7. Fungsi 

Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai 

dengan visi dan misi daerah; 

a. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah. 

b. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, 

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; 

c. Pembinaan dan pengendaliaan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, 

UPTB dan kelompok jabatan fungsional. 

d. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya  
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2.8. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

a. Kepala Badan 

Tugas: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan. 

b. Sekretariat 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Tugas:  Membantu Kepala Badan dalm menyusun kebijakan, mengordinasian 

bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan 

adminsitrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, 

kerumahtanggaan dan kelembagaan. 

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Perencanaan. 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pembiayaan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan. 

Bidang Pembiayaan terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bidang Anggaran. 

2. Sub Bidang Belanja Pegawai. 
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3. Sub Bidang Perbendaharaan. 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan. 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan. 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan. 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris, 

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan. 

Bidang PAD dan Dana Perimbangan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu : 

1. Sub Bidang Pendaftaran. 

2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan. 

3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan. 
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f. Bidang PBB dan BPHTB 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris,  

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB. 

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB. 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB. 

4. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 

g. Bidang Aset 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris , 

Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset. 

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi. 

2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi. 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset. 
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h. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional Badan. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya. 

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok Jabatan SWFungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Bupati. 

 Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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2.9. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

 

GAMBAR 2.1 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (2020) 

 

 

 



 

67 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Perkembangan pajak reklame dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. 

Dalam hal perkembangan pajak reklame sekaligus memperngaruhi kontribusi 

pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak. Tahun 

2017 kontribusi yang diberikan sebesar 0,25% dengan penerimaan pajak 

reklame sebesar Rp684.561.200, kontribusi yang diberikan pada 2017 masuk 

dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 

Rp1.158.805.862. 

2) Kontribus pajak reklame terhadap PAD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 

mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan pada tahun 2018 terhadap 

PAD sebesar 0,49%. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 1.105.738.625. 

Jumlah kontribusi yang diberikan pada tahun ini hanya mencapai 0,43%. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah 

kontribusi yang diberikan selama tiga tahun terakhir sebesar 0,39% dan masuk 

kriteria kecil dalam kontribusinya namun tidak mempengaruhi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah.   

4.2 Saran 

Pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak hendaknya terus 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi baik langsung maupun
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menggunakan media. Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya mengusahakan 

untuk membentuk online tax transaction agar sistem pemungutan dapat 

dilakukan secara efektif dan efesien serta dapat meminimalisir kecurangan.  

 

 

 

 

 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Devy Putri Miranda. 2019. “Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kota Samarinda”. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan 

Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 2, November 2019.  

 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi. 

 

 

Pahala Siahaan, Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. 

Yogyakarta : Rajawali Pers 

 

 

Pajak Dalam Persperktif Islam, diakses dari (https://www.acaddemia.edu/36591535/ 

Pajak_dalam_perspektif_islam), pada 28 Maret 2020.  

 

Pajak, Haramkah? Diakses dari (https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah), 

pada 6 Agustus 2020. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak.  No. 22 Tahun 2010.  Tentang Pajak Reklame. 

 

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Sari, Diana. Konsep Dasar Perpajakan Bandung : Refika Aditama. 

 

Sumitro Rahmat dan Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Penerbit Andi :Yogyakarta. 

 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

 

Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Daerah. 

 

Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah. 

Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan    

Cara Perpajakan.   

 

 



 

 

Winda Rufiana Dewi, Mochammad Djudi M dan Nila Firdausi Nuzula. 2016.  

“Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah”. Jurnal Perpajakan, Vol. 10, No. 1, Desember 2016.   

 

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 

 

1. Bagaimana perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten Siak dalam kurun waktu 

tiga tahun terkahir? 

Jawab:  

Perkembangan pajak reklame dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan 

penurunan. Kondisi ini dikarenakan belum stabilnya penerimaan dari pendapatan 

di sektor pajak reklame tersebut. 

 

2. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Siak? 

Jawab:  

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Siak tergolong kecil 

namun tidak mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.   

 

3. Apa saja faktor yang menghambat penerimaan pajak reklame? 

Jawab:  

Adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 

4. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak reklame? 

Jawab: 

Badan Keuangan Daerah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak reklame, diantaranya yaitu melakukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOGRAFI PENULIS 

 

Riswadi Ikhsan, lahir di Pekanbaru 30 September 

1997, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dengan 

adik yang bernama Azyumardi Ikhsan dan Alyuliana Apriani 

dan lahir dari pasangan Bapak Ali Azwar dan Ibu Yusmidar. 

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Islam 

Inayah pada tahun 2002-2003, selanjutnya penulis 

melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 03 Unggulan Pekanbaru dari 

tahun 2003-2009, setelah itu penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Pekanbaru (MTsN) pada tahun 2009-2012, kemudian penulis melanjutkan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Pekanbaru pada tahun 2013-2016. 

Selanjutnya meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan mengambil jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga 

Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : 

“Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Siak” 

 


